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Dewan Setujui Pencairan Remunerasi
Kementerian Pendidikan

JAKARTA — Komisi Pendidikan
Dewan Perwakilan Ralkyst
menyetujul pencairan
remunerasi  Kementerian
Pendidikan dan Eebudayaan
periode Juli-Desember 2013
senilai Rp 988 miliar Namun
Dewan mengajukan sejumlah
permintaan atas persetujuan
pencairan dana tersebut.
“Harus ada tindak lanjut
atas temuan Badan Pemeriksa
Keuangan dan memperbaild
penyaluran dana Baniuan
Siswa  Miskin (BSMHE
wjar Wakil Ketua Komisi
Pendidikan Syamsul Bachui,
dalam kesimpulan rapat kerja
Kementerian  Pendidikan

dengan DPR™ di. Kompleks
Parlenten, Senavarn, kemarin.

Pada Juli lalu, Kementerian
{eudingan mengesahkan
anggaran sebesar Rp 039
miliar unathk remunérasi
semester kedua pegawalnya.
Penerimanya adalah pegawal
tingkat eselon . Kementetian
dan perguruan tinggi negen.
Namun pencairan ifuderham-
bat oleh persetujuan DPR. Saal
ity, Kementerian Pendidikan
tengeh digoneang hasil audit

Badan Pemeriksz Keuangarn,

yang menemukan sejumlah
pelanggaran dalam penyeleng-
garaan ujian nasional.

Anggota Komisi Pendi-

dikan. DPR-dari Fraksi
Golkar, Ferdiansyah, menga-
takan - anggaran terseput
dicairkan~untuk memper-
baiki kinerja layanan pejabat
tingkal eselon tiga. Selama
ini, kata—dia, banyak orang
vang melapor bahwa kinerja
pegawal esclon tiga kurang
responsil. “Ini harus menjadi
perhatian,” ujar dia.

Wakil Menteri Pendidikan
Musliar  Kasimyeeber]anji
pihaknya sanggup.memenubi
persyaratany yang diajukan
DPR. Menurut dia, tindak
lanjut atas hasil audit BPK
masih dilakukan. “Inspektur
Jenderal juga sudah ber-

koordinasi dengan Komisi
Pemberantasan  Korupsi,”™
tuturnya: -

Thwal penyaluran BSM dan
kinerja eselon tiga, Musliar
perjanji hal itu akan diper-
baiki. “Kami akan berikan
customer service yang lebih
baik,” katanya.

Kendati rencana itu sudah
disetujui  DPR, Menten
Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuhtetap menge-
luhkan persetujuan pencarian

.anggaran itu karena dianggap

terlambat. “Untuk semester
kedua belum dibayar, pada-
hal kementerian lain sudah,”
\jarnya. e SUBKHAN



